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Paramita Adhinul Putera 
(Email : xtrasesingon369@gmail.com) 
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Abstrak 

Potensi timbulan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan konsekuensi 
dari perturnbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang semakin 
meningkat. Peningkatan jurnlah volume sampah di Kecamatan Sesayap tentu 
hams diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan 
baik secara integratif, termasuk kepada dampak yang mungkin ditimbulkan 
Mengingat begitu pentingnya pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran 
pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan 
benar. 

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di 
Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Didasarkan adanya permasalahan 
mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang belurn berjalan secara 
efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi 
Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung 
berdasarkan teori Charles 0. Jones tentang tiga pilar utama implementasi 
kebijakan yaitu : organisasi, interpretasi, dan aplikasi. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 
Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan 
bahwa permasalahan yag dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data 
lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Sedangkan data-data yang 
diperlukan diperoleh melalui teknik wawancara, teknik observasi, serta teknik 
dokumentasi. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada urnumnya sudah berfungsi dan 
direalisasikan, kendati hasilnya belurn sepenuhnya efektif. Pada aspek organisasi, 
Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung hams segera menyusun dan 
penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, 
Dinas PU dan Perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan 
pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga hams meuingkatkan koordinasi 
antar lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. 
Pada aspek interpretasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu mensosialisasikan 
program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian 
insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada 
aspek aplikasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut Undang
Undang Nom or I 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Kata kunci : implementasi, kebijakan, organisasi, interpretasi, aplikasi. 

43013.pdf 



The Implementation of Waste Management Policy in the Sesayap 
District ofTana Tidung 

Param!ta Adhinul Putra 
(Email: xtrasesingon369@gmail.com) 

Universitas Terbuka Program Pascasarjana 

Abstract 

Potential of waste in the Sesayap District is a consequence of increasing 
population and growing economy. The increased volume of waste in the Sesayap 
District should be congruous with by a well-organized and integrative waste 
management policy manner, including its potential impacts. Because of the 
importance of waste management, both the central and local govermnents need to 
produce a good and right policy of waste management. 

This study aims to investigate to what extent has been the implementation 
of Waste Management Policy in the esayap Tana Tidung District based on the the 
three main pillars of the policy implementation, namely organization, 
interpretation, and application. 

This study adopted a qualitative research method. Since this study required 
a number of field data that is actual and conceptual, the data were collected 
through in-depth interview, observation and documentation techniques. 

The research findings show that in general the problems have been 
properly managed and also adequately realized, even though the results are not 
yet fully effective. In terms of organization, the Local Govermnent of Tana 
Tidung must immediately prepare and set standards implementation of waste 
management activities. In addition, the Department of Public Works and 
Transportation, as executor of the implementation of waste management policy in 
the Sesayap district should also increase coordination among relevant institutions 
dealing with waste management in the Sesayap district. As to the aspect of 
interpretation, the Department of Public Works and Transportation also need to 
socialize the good and true of waste management programs to the local 
community. Special attention also needs to be paid to field officers by giving 
incentives, or salaries. In the aspect of the application, the Department of Public 
Works and Transportation should immediately establish Landfill (TPA) that 
complies with the criteria according to Law No. 18 of 2008 on Waste 
Management. 

Keywords: implementation, policy, organization, interpretation, application. 
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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung. 

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Kalimantan Utara, Indonesia, yang disetujui pembentukannya pada Sidang 

Paripuma DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007.Kabupaten ini merupakan 

pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, 

yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.Sejak tahun 2012, 

kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan 

pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten 

Tana Tidung lbu Kotanya adalah Tideng Pale. 

Pada tanggal 17 Februari 2016, DR. Drs. H. Undunsyah, M.Si, MH 

dilantik menjadi Bupati Tana Tidung dengan didampingi oleh Markus, SE sebagai 

Wakil Bupati. Saat ini, Tideng Pale betul-betul difungsikan menjadi pusat 

Pemerintahan, dimana seluruh Dinas, Badan, dan Kantor yang berada di 

Iingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkantor di Desa Tideng Pale. 

Selain itu, beberapa instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama (Kementerian 

Agama), dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

2. Visi Misi Kabupaten Tana Tidung. 

Visi Kabupaten Tana Tidung adalah "PEMERATAAN 

INFRASTRUKTUR WILAYAH UNTUK PENGUATAN LAYANAN DASAR 

61 
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DAN MENUJU KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN DAYA SAING DAERAH YANG 

MANDIRI." 

Sementara itu, untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kabupaten Tana 

Tidung mempunyai Misi sebagai berikut : 

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Mutu Pendidikan; 

2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan; 

3) Penanggulangan Kemiskinan; 

4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur; 

5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sanitasi Dan Air Bersih; 

6) Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan 

Lingkup Hidup; 

7) Pengembangan Agroindustri; 

8) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal; 

9) Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah; 

10) Peningkatan Kualitas Sadar Hukum Masyarakat; 

11) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi 

Birokrasi. 

Berdasarkan Visi & Misi tersebut, diharapkan terwujudnya semboyan 

Masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang "BERJUANG", (BERSIH : 

Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri; JUJUR : Suasana kehidupan yang 

berlandaskan karakter moral yang positif, berbudi luhur, saling menghargai dan 

mengayomi; AMANAH : Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang 
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berlandaskan kehendak rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, 

dan sejahtera; GOTONG ROYONG : Terbentuknya rasa kebersamaan seluruh 

lapisan masyarakat dalam membangun dan memajukan Kabupaten Tana Tidung ." 

Secara geografis wilayah Kabupaten Tana Tidung terletakpada koordinat 

116°42°50 s/dll7°42°50 Bujur Timur dan 3°12°02s/d3°46°41 Lintang Selatan 

terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Tana 

Tidung 4.801,68 km2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara Kabupaten Nunukan; 

Sebelah Timur 

Sebelah Barat 

Sebelah Selatan 

Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan, dan Kota 

Tarakan; 

Kabupaten Malinau; 

Kabupaten Bulungan. 

Wilayah Kabupaten Tana Tidung terdiri atas 5 kecamatan dengan luas 

total 4.828,58 Km2 atau sekitar 26,81% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan 

sebelum dimekarkan (18.010,50 Km2
). Ibukota Kabupaten Tana Tidung 

berkedudukan di Tideng Pale, Kecamatan Sesayap. Wilayah administrasi 

Kabupaten Tana Tidung terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) 

desa, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Kecamatan Sesayap, luas wilayah sekitar 1.016,92 Km2 membawahi 7 

Desa, yaitu Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, 

Tideng Pale Timur, Gunawan dan Sebawang. 

2 Kecamatan Sesayap Hilir, luas wilayah sekitar 1.317,53 Km2 

membawahi 9 Desa (21RT), yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu, 
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Bandan Bikis, Sepala Dalung, Seludau, Menjeletung, dan Selor. 

3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas 877,86 Km2 membawahi 5 Desa, 

yaitu : Tana Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat, 

Sambungan Selatan. 

4. Kecamatan Betayau, dengan Juas 1.107,65 Km2 membawahi 6 Desa, 

yaitu Desa Buong Bam, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning, dan 

Periuk. 

5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas 608,62 Km2 membawahi 6 

Desa, yaitu Seputuk, Rian, Balayan Ari, Rian Rayo, Kapuak, dan 

Sapari. 

No 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabel4.1 
Pembagian Wilayah Administrasi 

Kabupaten Tana Tidung 

Nama Kecamatan 
Banyaknya 

Luas (Km2
) 

De sa RT 
SESAYAP 7 27 1.116,92 
SESA YAP HILIR 9 28 1.317,53 
TANALIA 5 18 877,86 
MURUKRIAN 6 12 608,62 
BETAYAU 6 19 1.007,65 

JUMLAH 33 104 4.828,58 

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tana TldungNomor 10 Tahun 
2012 

Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang memiliki keragaman 

bentuk, baik di daratan maupun di perairarmya. Kondisi yang demikian ini 

temyata mempunyai hubungan yang erat dengan aktivitas manusianya, satu ciri 

utama kajian geografis adalah hubungan antara fisik dan unsur sosial ekonomi 

dalam wilayah atau kawasan tertentu. 
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Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi 

geografis terutarna kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi 

kondisi iklim, topografi, jenis kualitas tanah serta kondisi perairan. 

Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada hakekatuya tergantung pada 

kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusianya, serta penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanfatkan kondisi lingkungan fisik 

untuk kesejahtraan hidup masyarakatnya. 

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tana Tidung yang bervariasi 

menyebabkan keragaman sumber daya alam, baik sumber daya alam sector 

pertambangan maupun sumber daya alam hayati baik perikanan, petemakan, 

maupun pertanian. Saat ini Pemda Kabupaten Tana Tidung tengah berupaya 

meningkatkan pemanfaatan gas alam guna pemenuhan kebutuhan akan sumber 

tenaga listrik yang semakin hari semakin meningkat. 

Disamping itu, sektor perikanan, petanian, maupun petemakan yang pada 

dasamya merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Tana 

Tidung sejak dahulu, hingga saat ini tetap masih mengge!iat meskipun perlu usaha 

dan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup 

masyarakat yang berkecimpung di sektor ini. 

Salah satu sektor yang menjadi andalan Kabupaten Tana Tidung karena 

faktor geografisnya adalah pariwisata. Keberadaan gunung-gunung, hutan-hutan 

yang masih alami dan kekayaan alam lainnya menjadi modal yang baik bagi 

dikembangkannya sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata ke depan, tidak 

hanya mengandalkan kekayaan hayati, namun juga harus disinergikan dengan 
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kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga dapat menjadi nilai tambah. Selain 

itu, guna menambah pendapatan daerah maupun dalam upaya promosi daerah 

melalui potensi wisata, Kabupaten Tana Tidung juga gencar memaksimalkan 

pelestarian budaya dengan tujuan untuk memperkenalkan Kabupaten Tana Tidung 

ke seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan acara-acara betrtl\iuk 

kebudayaan yang diselenggarakan hampir setiap bulan di Kabupaten Tana 

Tidung, maupun dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya yang 

diselenggarakan di daerah lain. 

Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan Sesayap merupakan 

wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan 4 kecamatan 

lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Sesayap pada tahun 2015 sebanyak 10.566 

jiwa atau sebesar 44,02% dari total 24.002 jiwa penduduk Kabupaten Tana 

Tidung. Kecamatan Sesayap Hilir berada pada urutan berikutnya dengan jumlah 

penduduk sebanyak 6.211 jiwa (25,88%), disusul Kecamatan Tana Lia sebanyak 

3.224 jiwa (13,43%), Kecamatan Betayau sebanyak 2.580 jiwa (10,75%), dan 

Kecamatan Muruk Rian di urutan terakhir dengan jumlah penduduk sebanyak 

1.421 jiwa atau sebesar 5,92%. Pada tabel berikut, dapat dilihat perbandingan 

penduduk masing-masing kecamatan. 
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Tabel4.2 
Jumlah Penduduk masing-masing kecamatan berdasarkanjenis kelamin 

No 
Nama Jenis Kelamin 

Jumlah % Kecamatan L p 

1 Sesayap 5.649 4.917 10.566 44.02 
2 Sesayap Hilir 3.328 2.883 6.211 25.88 

~ 3 TanaLia 1.768 1.456 3.224 13.43 
~ 4 Betayau 1.357 1.223 2.58 10.75 
rn 5 MurukRian 743 678 1.421 5.92 

Jumlah 12.845 11.157 24.002 100 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana 
Tidung bulan Desember 2015 

Seiring dengan meningkatnya jum1ah penduduk dan aktivitas masyarakat. 

pasti akan menimbu1kan berbagai permasalahan di wi1ayah tersebut. Salah satu 

permasalahan yang dapat timbul di wilayah tersebut adalah masalah potensi 

sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai 

lagi. Masalah ini juga menjadi tidak terelakkan khususnya di wilayah Kecamatan 

Sesayap sebagai paras kegiatan ekonomi masyarakat maupun pusat pemerintahan 

Kabupaten Tana Tidung. 

Potensi sampah di Kecamatan Sesayap merupakan suatu istilah yang 

menggambarkan seberapa besar sampah yang dihasilkan, baik oleh setiap orang 

atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah di Kecamatan 

Sesayap. Besar potensi sampah tersebut diperoleh dari kegiatan sehari-hari da1am 

rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah spesiftk, sejenis san1pal1 rumah 

tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan perumahan, fasilitas sosial, 

fasilitas umum dan fasilitas Iainnya. Sementara itu, untuk menanggulangi potensi 

sampah yang ada di Kecamatan Sesayap, teknis operasional pengelolaannya 

43013.pdf 



68 

masih dilakukan melalui cara yang sederhana yaitu kumpul-angkut-buang. Hal ini 

dikarenakan sistem belum adanya regulasi yang jelas serta berlum tersedianya 

TP A untuk memproses sampah. 

I. Pengumpulan 

Pada tahap pengumpulan, pengumpulan sampah dilakukan petugas 

terhadap tempat-tempat sampah yang telah disediakan dengan memasukkan isi 

tong-tong sampah tersebut ke dump truck. 

2. Pengangkutan 

Pengangkutan merupakan tahap sebelum sampah diangkut ke sarana 

pembuangan atau pengolahan akhir. Jenis kendaraan pengangkut sampah yang 

ada di Kabupaten Tana Tidung pada saat ini seperti dump truck dan sepeda motor 

gerobak. 

3. Pembuangan. 

Tahap akhir dari proses pengelolaan sampah dilakukan dengan membuang 

sampah yang telah terkumpul ke suatu tempat terbuka yang telah disediakan. Pada 

dasarnya tempat pembuangan akhir ini adalah sebuah lahan kosong yang disewa 

oleh Pemda terletak agak jauh dari perkampungan warga. 

Dari keseluruhan 7 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sesayap, 

sebanyak 6 desa sudah terlayani program pengelolaan persampahan yakni Desa 

Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sedulun, Desa Limbu Sedulun, Desa 

Sebidai, dan Desa Sebawang. Sementara untuk Desa Gunawan belum dapat 

terlayani. Desa Gunawan merupakan desa yangjaraknya palingjauh dengan pusat 
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Kecamatan Sesayap dibandingkan dengan desa-desa lainnya di wilayah 

Kecamatan Sesayap yakni lebih kurang berjarak: 9 km dari Desa Tideng Pale. 

3. Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tupoksi Dinas Pekerjaan 

Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. 

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai 

usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada di dalanmya mempunyai 

peranan yang diakni untuk menjalankan tugas dan fungsi, pada struktur dapat 

diketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang 

berlangsung dalam organisasi bersangkutan. 

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut : 

Bagan4.1 
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan 

Kabupaten Tana Tidung 

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana 
Tidung 
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Struktur organisasi Dinas Pekeijaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten 

Tana Tidung tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 

Tahun 2009 tentang Tugas Pokok. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Pada Dinas Pekeijaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Adapun 

organisasi Dinas Pekeijaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung 

terdiri dari : 

1. Kepala Dinas, 

2. Sekretaris, 

a. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan, 

Perencanaan Progam, 

Bendahara, 

b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, 

3. Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan, 

a. Seksi Tata Ruang, 

b. Seksi Kebersihan Dan Pertamanan 

4. Bidang Bina Marga, 

a. Seksi Peme1iharaan Jalan Dan Jembatan, 

b. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan, 

5. Bidang Cipta Karya Dan Pengairan, 

a. Seksi Penataan Bangunan Perumahan Dan Pemukiman, 

b. Seksi Irigasi Dan Pengairan, 

6. Bidang Perhubungan, 

a. Seksi Perhubungan Darat, 

43013.pdf 



71 

b. Seksi Perhubungan Laut, 

7. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

Pengelolaan sarnpah di Kabupaten Tana Tidung secara rnenyeluruh 

termasuk di wilayah Kecarnatan Sesayap rnasih sepenuhnya dikelo!a oleh Dinas 

PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung rnelalui Bidang Tata Ruang, 

Kebersihan Dan Pertarnanan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nornor 

15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan 

Struktural Pada Dinas Pekerjaan Urnurn Dan Perhubungan Kabupaten Tana 

Tidung. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan 

Pertarnanan adalah sebagai berikut : 

1. Penyusunan rencana kerja dan program kerja; 

2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran; 

3. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran 

4. Melaksanakan kebijakan urnurn dan teknis dibidang kebersihan dan 

pertarnanan 

5. Melaksanakan peningkatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian 

kebersihan dan pertarnanan 

6. Melakukan koordinasi keberhan jalan dan lingkungan, pernusanahan 

dan pernanfaatan sarnpah serta air kotor 

7. Melakukan pengelolaan pernbibitan dan penghijauan, pembangunan 

dan perneliharaan peralatan dan per!engkapan pertarnanan 

8. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan 
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9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna 

kelancaran pelaksanaan kegiatan 

10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Berdasarkan basil dokumentasi yang diperoleh penulis, Bidang Tata 

Ruang, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari 5 orang PNS dengan urutan 

struktur sebagai berikut : 

1). Kepala Bidang membawahi 2 Kepala Seksi (Kasie); 

2). Kepala Seksi Tata Ruang membawahi 1 orang staf; 

3). Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan membawahi 1 orang staf. 

B. Hasil Dan Pembahasan. 

Pencapaian tujuan kebijakan tidak mungkin dapat terwujud apabila 

dilakukan hanya o1eh pemerintah saja. Artinya, pemerintah daerah perlu 

meningkatkan sumber daya untuk memperkuat institusi lokal. Kinerja 

implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan 

tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada pada tahap 

pelaksanaan kebijakan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka 

sulit untuk direalisasikan. Van Meter dan Van Hom (1975 : 473) mengemukakan 

bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya perlu 

menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana 

kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat 

ketercapaian standar dan sasaran tersebut. 
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Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari 

sudut kemampuannya secara nyata dala mengoperasionalkan kegiatan yang telah 

dirancang sebelunmya. Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi kebijakan 

dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir 

dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan (Wahab, 

2008:179). 

Tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang dilaksanakan harus diidentifikasi 

dan diuknr, karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan 

apabila tujuan tersebut tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-uknran 

dasar dan sasaran-sasaran, dapat dipergunakan pemyataan-pemyataan dari 

pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen sperti 

garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi terhadap 

efektivitas implementasi kebijakan. Namun demikian, Dalam beberapa hal 

uknran-uknran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh 

. peneliti, yang pada akhimya pilihan uknran-ukuran pencapaian tergantung pada 

tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian. 

Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung 

tidak terlepas dari rangkaian konsep dan asumsi yang digunakan sebagai 

Jandasannya. Berdasarkan isi peraturan perundangan yang telah diberlakukan, 

kerangka pemikiran yang digunakan untuk menetapkan kebijakan pelayanan 

pengelolaan sampah, yaitu membah paradigma pengelolaan sampah saat ini yang 

masih "kumpul-angkut-buang" dan sampah yang masih dianggap sebagai limbah 

atau musuh yang harus dibuang, menjadi "sampah sebagai sumber daya" yang 
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dapat diolah, sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang 

kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan rninat/peran dunia usaha 

dalarn pengelolaan sarnpah. 

Berdasarkan pernikiran tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan 

pelayanan pengelolaan sarnpah sangat ditentukan oleh kemarnpuan pemerintah 

daerah untuk menghasilkan peraturan kerja yang tepat dan kemarnpaun para 

pengelola persarnpahan dalarn melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu hal 

untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan telah 

direalisasikan. 

Seperti diketahui bahwa jurnlah penduduk Indonesia yang besar dengan 

tingkat perturnbuhan yang tinggi, mengakibatkan bertarnbalrnya volume sarnpah. 

Disarnping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalarn 

menimbulkan j enis sarnpah yang semakin beragam, an tara lain, sarnpah kemasan 

yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alarn. Paradigrna pengelolaan 

sarnpah yang berturnpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan 

diganti dengan paradigma baru pengelolaan sarnpah. Paradigma baru 

memandang sarnpah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonorni dan 

dapat dirnanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk atau pun untuk 

bahan baku industri. Pengelolaan sarnpah dilakukan dengan pendekatan yang 

komprehensif dari hulu, sejak sebelurn dihasilkan suatu produk yang berpotensi 

menjadi sarnpah, sarnpai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan 

sehingga menjadi sarnpah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan 
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secara aman. Penngelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan 

dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah 

meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, 

sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengurnpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. 

Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan, 

berupaya melakukan tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan 

penyediaan sumber daya. Hasil yang diperoleh dari tindakan yang pertama dapat 

disebut input kebijakan. Sementara itu, tindakan yang kedua dapat disebut 

sebagai proses kebijakan. Intinya, bahwa suatu organisasi dalam upaya mencapai 

tujuan (goals), yang output-nya dapat berupa jasa pelayanan, kemampuan

kemampuan, maupun program-program, selain memerlukan struktur dan kultur 

organisasi, perlu juga memiliki sumber daya (resources). Sumber daya tersebut 

diposisikan sebagai inputs dalam organisasi sebagai suatu sistem, yang 

mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis resources 

bertalian dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi 

dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam 

outputs. 

Implementasi kebijakan publik (public policy implementattion,) merupakan 

salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process). Lebih jauh 

Jones (1984 : 12) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai : "getting the 

job done "and" doing it. " Namun demikian, menurut Jones bahwa dalam 

implementasi kebijakan publik menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang 
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atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering 

disebut dengan resources. Jones (1984:13) merumuskan batasan implementasi 

sebagai "a process of getting additional resources so as to figure out what is to 

be done." hnplementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumberdaya 

tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang 

dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut di atas, merupakan suatu 

tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang 

berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; Kedua, 

melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tersebut. Agar dapat 

terimplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah 

dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik. 

Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek 

yang mempengaruhinya, yang oleh Charles 0. Jones (1996:296) dikemukakan 

bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan 

yaitu : 1). Organization; 2). Interpretaton; 3). Aplication. 

1 Aspek Organisasi 

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas 

membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan 

guna mencapai tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi 

merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang 

lingkup administrasi. Charles 0. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa "the 

point is that implementation of policy may very depending on the particular 
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stageofagency development." Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang 

mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan 

pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan 

program- program yang telah dirancang. 

Aktivitas dalam organisasi (to organized) menurut Jones (1984:20) 

adalah "Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan 

kembali sumber daya, unit-unit serta metode-metode yang mengarah pada upaya 

merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcomes) sesuai tujuanlsasaran 

program (menjadikan program berjalan) 

Dalam irnplementasi kebijakan, pemerintah melakukan tindakan yang 

berupa penghirnpunan & penyediaan sumber daya yang diposisikan dalam 

sistem organisasi 5 daya (the Six M) sebagai input dalam organisasi/kebijakan 

yang mempunyai irnplikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis resources, 

bertalian dengan biaya (pengorbanan) Jangsung yang dikeluarkan oleh organisasi 

dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam 

output. 

Kedua, sebagai proses kebijakan yakni dalam upaya mencapai tujuan 

(goals), yang output-nya: jasa pelayanan, kemampuan-kemampuan, program

program, yang dijalankan dalam struktur dan kultur organisasi. 

Dalam implementa~i kebijakan, organisa~i juga mencakup pola-pola 

wewenang formal dan informal, pembagian kerja diantara berbagai komponen, 

saluran-saluran komunikas, ketepatan dalam penentuan fungsi dan wewenang 

masing-masing unit!bagian, pengisian personal, pola hubungan antar unit dan 
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lembaga terkait agar struktur yang ada mampu untuk merespon dan 

mengadaptasi dengan perkembangan lingkungan yang ada, serta mampu 

memecahkan masalah. 

Implementasi kebijakan memerlukan suatu organisasi pelaksana yang 

dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana 

kebijakan mungkin tahu apa yang hams dikerjakan dan memiliki keinginan dan 

sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, serta berbagai hambatan yang 

mungkin menghalangi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang dapat 

menghambat efektifitas implementasi dalam derajat dimensi organisasi misalnya 

keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, metode pelaksanaan (petunjuk 

pelaksaanaan, petunjuk teknis) yang belum bakn, hingga koordinasi antar 

pelaksana implementasi dalam suatu organisasi. 

Penataan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah di Kecamatan Sesayap dititikberatkan pada Seksi Kebersihan dan 

Pertamanan. Segala keperluan dan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sampah di Kabupaten Tana Tidung secara umum diselenggarakan melalui Seksi 

Kebersihan dan Pertamanan. 

Keterbatasan kuantitas implementor (yang mana hanya terdiri dari 1 orang 

kepala seksi dan 1 orang stat), mengakibatkan pembagian tugas antara jumlah 

petugas dan volume pekeijaan belum dapat dikatakan proporsional. Sebagaimana 

wawancara dengan informan 1) yang menyatakan: 

1 Basil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan 
Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016 
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"Pembagian personil untuk seksi kebersihan dan pertamanan belum dapat 
dikatakan proporsional hila dibandingkan antara jumlah pegawai dengan 

I k 
. , 

vo ume pe eiJaan ... 

Guna menyikapi masalah tersebut, Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten 

Tana Tidung mempekeijakan sebanyak 91 orang petugas lapangan yang berstatus 

tenaga kontrak. Para tenaga kontrak tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok 

dengan masing-masing tugas sebagai berikut : 

I) 5 orang petugas kebersihan pasar; 

2) 5 orang pengawas lapangan; 

3) 6 orang petugas pemelihara TP A, 

4) 41 orang petugas penyapujalan; 

5) 16 orang petugas pengangkut sampah; 

6) 10 orang petugas pembersih parit; 

7) 4 orang petugas pembersih kantor; 

8) 4 orang supir. 

Melalui pola perekrutan tenaga kontrak tersebut diharapkan mampu 

memberikan dampak positif terhadap efektifitas pengelolaan sampah di 

Kabupaten Tana Tidung pada umumnya, khususnya wilayah Kecamatan Sesayap. 

Berdasarkan hasil observasi, dengan pembagian tugas-tugas tersebut masalah 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dapat teratasi, meskipun hasilnya 

masih belum maksimal. Kondisi tersebut juga sesauai dengan hasil wawancara 

dengan informan 2) yang menyatakan : 

2 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingknngan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
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"Untuk wilayah Kecamatan Sesayap jumlah personil yang dikerahkan 
sudah memadai..." 

Demikian juga dengan pemyataan informan 3) yang menyatakan : 

"Jumlah petugas sudah cukup memadai karena cakupan wilayah operasi 
Kecamatan Sesayap tidak terlalu luas dan pekerjaannya juga tidak terlalu 
rumit.." 

Kondisi berbeda ditemukan oleh penulis. Berdasarkan hasil observasi, 

meskipun dengan dukungan personil yang ada, masih ada saja penumpukan 

sampah di beberapa titik atau daerah tertentu di Kecamatan Sesayap, salah satu 

rnisalnya di daerah pasar. Terjadinya penumpukan sampah di area sekitar pasar, 

kondisi ini disebabkan koordinasi antar lembaga yang terkait belum berjalan 

efektif. Pasar Imbayud di Kecamatan Sesayap, yang merupakan satu-satunya 

pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sesayap, dikelola oleh Disperindagkop 

Kabupaten Tana Tidung. Dari hasil wawancara penulis dengan informan 4) 

diperoleh informasi bahwa ada keraguan dari para petugas lapangan untuk 

mengurus sampah di pasar dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya tumpang 

tindih kewenangan antara Dinas PU dan Perhubungan dengan Disperindagkop 

Kabupaten Tana Tidung. 

"Sampah-sampah yang berasal dari pasar, sebisanya kami angkut. Namun 
kami khawatir adanya tumpang tindih pekerjaan dengan Dinas 
Perindagkop mengenai urusan pasar ini ... " 

Lain halnya dengan kondisi yang ditemukan di Desa Gunawan, 

sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa dari 7 desa yang 

ada di wilayah Kecamatan Sesayap, baru 6 desa yang terlayani. Jika ukuran 

3 Hasil wawancara dengan petugas pengangkut sampah, 12 Mei 2016 
4 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubnngan 
Kabupaten Tana Tidnng, 9 Mei 2016 
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efektifitasnya melibatkan seluruh desa yang ada, maim kondisi ini belum dapat 

dikatakan memadai. Berdasarkan basil observasi, untuk Desa Gunawan belum 

tersedia sarana prasarana pembuangan/pengelolaan sampah oleh Dinas PU dan 

Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. 

Salah satu faktor yang dapat mengbambat efektifitas implementasi dalam 

derajat dimensi organisasi adalah belum adanya metode pelaksanaan (petunjuk 

pelaksaanaan, petunjuk teknis) yang baku. Tanpa SOP yang baku maka dapat 

mengakibatkan interaksi antar individu-individu dalam suatu struktur organisasi 

tidak berjalan efektif. Agar dapat berinteraksi dengan efektif masing-masing 

individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang digabungnya. Dengan 

berpartisipasi masing-masing individu dapat untuk lebih mengetahui hal-hal yang 

harus dilakukan (Keith Davis, 1962; 15-19) 

Adanya organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-aspek seperti 

penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujudan 

eksistensi dari sekelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan basil wawancara dengan informan 5) diperoleh informasi bahwa : 

"Sampai dengan saat ini kita belum memiliki SOP yang mengatur 
mengenai pembagian tugas kepada para petuga5 lapangan. Petugas 
lapangan ditugaskan secara lisan saja dengan pengaturan jadwal yang 
sewaktu-waktu dapat disesuaikan ... " 

Meskipun demikian, Seksi Kebersihan dan Pertamanan tetap 

berkomintmen untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang baik, hal ini 

diwujudkan dengan penyusunan 9 progam kerja unggulan untuk dilaksanakan 

5 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan 
Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016 
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pada tahun anggaran 2016. Berdasarkan basil dokumentasi, untuk tahun 2016 

khusus Seksi Kebersihan Dan Pertamanan sedang menjalankan program kerja 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebagaimana 

tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2016 

sebagai berikut : 

1. Raperda Persampahan; 

2. Dana Pendamping Pembangunan TP A; 

3. Dana Pendamping 3R; 

4. Dana Pendamping lP AL Kawasan; 

5. UKLIUPL Tempat Pembuangan Akhir; 

6. Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional 

Kegiatan; 

7. Pemeliharaan Kendaraan Operasional; 

8. Be1anja Alat Peralatan Kebersihan; 

9. Be1anja Bahan Bakar Kebersihan. 

Dari kesembilan program kerja yang dirancang, program kerja unggulan 

untukmeningkatkan efektifitas pengelo1aan sampah di Kecamatan Sesayap adalah 

pembuatan Raperda Persampahan dan pembangunan TP A sebagaimana hasil 

wawancara dengan informan 6) yang menyatakan : 

"Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan 
pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya. Namun 
yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk tahun 2016 
adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat Pembuangan 
akhir '' 

6 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhnbnngan 
Kabupaten Tana Tidnng, 9 Mei 2016 
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Berdasarkan pembahasan dari aspek organisasi, bahwa Organisasi dalam 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung 

menunjukkan bahwa organisasi yang menjadi wadah bagi implementasi 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap adalah tempat dimana kegiatan 

pengelolaan sampah dilaksanakan secara bergerak. Organisasi implementasi 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap memiliki suatu pola dasar struktur 

organisasi yang relatif permanen. Akan tetapi dengan adanya perkembangan

perkembangan, kompleksnya tugas-tugas, kurangnya personil yang berstatus 

pegawai negeri, serta petugas lapangan yang sifatnya sebagai tenaga kontrak yang 

sewaktu-waktu dapat diberhentikan secara mendadak, semuanya itu dapat menjadi 

faktor yang mendorong adanya perubahan-perubahan dalam organisasi 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. 

Kedudukan Dinas PU dan Perhubungan, melalui Seksi Kebersihan dan 

Pertamanan pada Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sebagai 

birokrasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di 

Kecamatan Sesayap dalam hal ini sangat strategis. Jadi keberhasilan kebijakan 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap sangat dipengaruhi oleh keberhasilan 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap itu sendiri. 

Sementara pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan 

publik adalah aparatur birokrasi dalam organisasi pelaksana disamping sistem 

yang melingkupinya. 

Selanjutnya penulis menganalisis dengan mengacu kepada pendapat Jones 

(1994 : 306), bahwa di dalam organisasi dalam implementasi kebijakan 
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memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi 

bagi aparat yang melanggar, maim di dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap, sebenarnya pemimpin pelaksana 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap seharusnya 

memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan 

kewajiban-kew!Yiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, 

serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan sanksi, 

yang akan dikenakan bagi para pelaksana implementasi kebijakan yang 

melakukan pelanggaran. Jones selanjutnya mengemukakan bahwa "the point is 

thot implementation of policy may very depending on the particular stage of 

agency development" maka kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di 

Kecamatan Sesayap memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan 

semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di 

Kecamatan Sesayap. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program-program 

yang telah dirancang untuk kepentingan implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah di Kecamatan Sesayap. 

2. Aspek Interpretasi 

Jones (1984 : 34) mengemukakan bahwa interpretasi merupakan proses 

menafsirkan programlkebijakan/rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat 

diterima serta dilaksanakan. Organisasi perlu menginterpretasikan 

kebijakan/program untuk dapat siap untuk dilaksanakan. Oleh karena itn 

diperlukan kesamaan pandang dalam bentuk adanya SOP, Juklak /juknis yg 
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dapat dijadikan guide/pedoman pelaksanaan. Dengan interpretasi, maka aktor 

pelaksana, mampu memahami isi sasaran, program, kebijakan 

Uraian di atas mengarahkan bahwa dimensi interpretasi mengenai 

pengukurannya dapat dilihat dari indikator : pemahaman terhadap tujuan/ 

program, pemahaman terhadap tupoksi, sosialisasi informasi, sikap petugas, 

ketepatan media, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan. 

lsi dan tujuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan 

Sesayap sudah dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan 

informan yang menyatakan para pelaksana sudah paham betul bahwa 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan 

bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat yang bertujuan melakukan 

perubahan mindset bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap erat 

kaitannya dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan pariwisata. Disamping itu peran 

serta masyarakat dalam meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan suatu tindakan yang 

integral dan tidak dapat terpisahkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa sudah menjadi 

tugas bagi pemerintah (Dinas PU dan Perhubungan melalui Seksi Kebersihan dan 

Pertamanan) untuk menjadi leading sector dalam pengelolaan sampah khususnya 

di wilayah Kecamatan Sesayap. Penyusunan progam kerja dan alokasi anggaran 

yang memadai merupakan tindak lanjut terhadap harapan terciptanya pengelolaan 

sampah yang baik dan benar. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tetap 

berkornitmen untuk fokus pada permasalahan kebersihan lingkungan termasuk 
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dalam pelayanan pengelolaan sampah. Menurut Kepa!a Dinas Pekerjaan Umum 

dan Pehubungan, pihaknya berusaha untuk memaksimalkan berbagai hal guna 

meningkatkan mutu pengelolaan persampahan di Kabupaten Tana Tidung adalah 

salah satunya dengan pengalokasian porsi anggaran yang diharapkan cukup untuk 

mencapai tujuan dari program kerja yang telah disusun. Hasil wawancara dengan 

informan 7) mengungkapkan bahwa : 

"Sebagai pimpinan, Kami senantiasa memberikan perhatian khusus dalam 
upaya mendorong terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan Tana 
Tidung pada umunmya, khususnya di wilayah Kecamatan Sesayap sebagai 
pusat pemerintahan yakni dengan mengalokasikan anggaran yang 
diharapkan dapat terserap maksimal untuk peningkatan sarana dan 
prasarana, pembayaran gaji petugas lapangan, maupun dalam hal 
penyusunan produk hukum daerah ... " 

Melalui sembilan program pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap, 

diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah, dengan melihat 

apakah program tersebut memberi manfaat bagi lingkungan masyarakat, apakah 

program tersebut dapat memacu partisipasi masyarakat, serta apakah program 

yang telah disepakati tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan dan 

daya dukung dari sumber daya yang tersedia. 

Berdasarkan basil dokumentasi, besaran nilai anggaran beserta serapan 

terhadap kesembilan program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 

7 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 
2016 
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Tabei4.3 
Nilai Pagu Anggaran untuk masing-masing Program Kerja 

P b Ki . P I I P ab engem angan ne!Ja enge o aan ersamp1 an 

No Program Kerja 
Pagu Anggaran 

(Rp) 

1 Raperda Persampaban; 1,500,000,000.00 
2 Dana Pendamping Pembangunan TP A; 300,000,000.00 
3 Dana Pendamping 3R; 200,000,000.00 
4 Dana Pendamping IP AL Kawasan; 300,000,000.00 

5 UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir; 250,000,000.00 

6 
Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 

3,000,000,000.00 
Dan Operasional Kegiatan; 

7 Pemeliharaan Kendaraan Operasional; 330,000,000.00 

8 Beianja Aiat Peraiatan Kebersihan; 2,094,000,000.00 

9 Beianja Bahan Bakar Kebersihan. 400,000,000.00 

JUMLAH 8,374,000,000.00 
Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dmas PU Dan Perhubnngan 

Kabupaten TahunAnggaran 2016 

Dari kesembilan program tersebut, terdapat 2 (dua) program kerja 

ungguian yang menjadi prioritas utama bagi Dinas PU dan Perhubungan dalam 

peningkatan efektifitas pengeioiaan sampab di Kecamatan Sesayap yakni Program 

Raperda Persampaban, dan Program Pembangunan TP A meialui dana APBN 

serta dana Pendamping APBD. Hasi wawancara dengan informan 8} 

mengungkapkan : 

''Program kerja ungguian adaian pembangunan TP A. Pembangunan TP A 
merupakan tuntutan yang sangat mendesak karena di Kabupaten Tana 
Tidung beium ada Tempat Pembuangan Akhir yang memenuhi kriteria 
sesuai amanat undang-undang maupun Peraturan Presiden. Yang kedua 
adalab Raperda Persampaban yang diharapkan nantinya apabila sudab 
terbentuk, dapat meningkatkan efektifitas pengeioiaan sampab sekaligus 
dapat dijadikan landasan hukum guna meningkatkan potensi pendapatan 
daerab melalui retribusi sampab ... " 

8 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan 
Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016 
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Guna mendukung terlaksananya program-program yang telah disusun 

sudah barang tentu harus didukung dengan kemampuan anggaran dana yang 

digelontorkan untuk masing-masing program kelja tersebut. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan 9), bahwa kesesuaian anggaran dengan kebutuhan 

pengelolaan sampah untuk tahun 2016 sudah mencukupi. 

"Untuk tahun 2016 masalah anggaran kita tidak ada. Kesesuaian anggaran 
dengan kebutuhan di lapangan sudah mencukupi..." 

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dilakukan salah satunya dengan 

memberikan porsi anggaran yang cukup. Hasi1 wawancara dengan informan 10) 

mengungkapkan bahwa : 

"Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang berkaitan langsung 
dengan pengelolaan sampah, anggaran yang dialokasikan sudah 
mencukupi. Untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembelian armada 
baru maupun perawatan armada lama, juga cukup untuk membayar gaji 
petugas di lapangan sesuai dengan standar minimum upah kabupaten 
untuk saat ini masih bisa dipenuhi..." 

Meskipun telah didukung dengan anggaran yang memadai namun masih 

banyak kendala yang harus dihadapi oleh Seksi Kebersihan dan Pertamanan 

dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Hasil 

observasi menunjukkan bahwa salah satu kendala adalah partisipasi masyarakat. 

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sesayap dalam kaitannya dengan 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum maksimal. Masyarakat 

cenderung menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas 

9 Hasil wawancara PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkongan Hidup Dan 
Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
10 Hasil wawancara PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkongan Hidup Dan 
Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
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PU dan Perhubungan semata. Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa 

sampah adalah sisa-sisa materi yang tidak dapat digunakan lagi harus segera 

dibuang ke tempat-tempat sampah tampa harus memilah apakah sampah-sampah 

tersebut termasuk dalam jenis sampah organic atau sampah anorganik. Kondisi 

tersebut disebabkan masyarakat sebagai sumber penghasil sampah tidak pernah 

diberikan pemahaman oleh instansi terkait (Dinas PU dan Perhubungan) tentang 

tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar. 

Kondisi tersebut disebabkan Dinas PU dan Perhubungan sendiri belum 

memiliki pedoman yang baku dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 11 
), dikemukakan bahwa untuk 

menyusun petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan program diperlukan 

sebuah regulasi sebagai landasan hukurnnya. Regulasi yang dimaksud masih 

dalam perencanaan. 

"Tahun ini diusahakan pembahasan Raperda Persampahan dan Retribusi 
Sampah dapat disampaikan ke DPRD. Saat ini dari pemda melalui 
Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan 
Perhubungan sedang melakukan kajian hukumnya. Diharapkan Raperda 
terse but dapat disahkan pada tahun 2016 sehingga tahun 2017 sudah bisa 
dilaksanakan ... " 

Kelemahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan 

Sesayap juga tidak terlepas dari belum adanya SOP yang jelas dalam 

pengelolaan sampah itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan bentuk-bentuk 

sosialisasi yang dapat disampaikan oleh Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten 

11 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan 
Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016 
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Tana Tidung. Hasil wawancara dengan infonnan 12
) mengungkapkan : 

"Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas PU & Perhubungan berupa 
baliho-baliho dan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar 
membuang sampah pada tempat yang telah disediakan ... " 

Kondisi berbeda ditemukan oleh peneliti. Yang mana baliho-baliho yang 

dimaksud tidak ditemukan selama rentang waktu penelitian. Demikian juga 

halnya dengan himbauan-himbauan yang dimaksud. Pada dasarnya tanpa 

himbauan sekalipun masyarakat pada umumnya telah membuang sampah pada 

tempat-tempat yang telah disediakan (kecuali daerah yang belum mendapatkan 

distribusi tempat-tempat sampah dari pemda). 

Kendala lainnya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten 

Tana Tidung yang belum memenuhi kriteria Hasil wawancara dengan infonnan 

13) mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi ·saat ini adalah 

bagaimana kemampuan pemerintah untuk membangun TP A yang la~ak. Hasil 

wawancara mengungkapkan : 

"Masalah yang sangat mendesak adalah saat ini pemerintah belum 
memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TP A yang layak. TP A 
yang sekarang masih pakai sistem open dumping. Rencana pembangunan 
TP A nantinya akan menggunakan metode sanitary landfill. Ketersediaan 
TP A sangat dibutuhkan karena TP A itu seumpama WC-nya rumah. 
Rumah tanpa WC kan repot. .. " 

Pada aspek interpretasi, efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan 

sampah di Kecamatan Sesayap juga bt:rkaitan erat dengan ctos kelja dan 

komitmen serta kepatuhan implementor dalam menjalankan tugas sesuai dengan 

tugas dan tupoksinya. Pctugas lapangan sebagai ujung tombak peningkatan 

12 Hasil wawancara dengan PPTK Program Pengembangan Pengelolaan Persampaban, 9 Mei 
2016 
13 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
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efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap 

dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan informan 14), komintrnen dan etos kerja para petugas 

lapangan bervariasi. Sebagian raj in, yang sebagiannya lagi biasa-biasa saja. 

"Komitrnen dan etos kerja petugas Japangan bervariasi. Ada yang rajin, 
ada yang biasa-biasa saja. Padahal mereka sudah dibeikan gaji yang 
sesuai dengan standar minimum kabupaten (Rp. 2.400.000,-). Apabila ada 
petugas yang tidak masuk kerja, selain diberikan teguran, juga 
dilakukakan pemotongan gaji. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi 
terhadap kinerja para petugas Japangan terse but. .. " 

Kondisi terse but di atas tidak Jepas dari kurangnya insentif yang diberikan 

pemerintah kepada para petugas Japangan. Meskipun besaran gaji yang diterinla 

para petugas telah memenuhi standar minimum kabupaten, namun jumlah 

tersebut belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan bu!anan para 

petugas. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan 15) yang menyatakan : 

"Gaji/upah bulanan yang karni terima Jumayan untuk memenuhi 
kebutuhan untuk makan sehari-hari. Tapi penge!uaran lain seperti bayar 
sekolah anak, dan Jain-Jain mau tidak mau harus cari-cari Jagi di Jain ... " 

Disamping menyangkut insentif, faktor pendidikan menjadi salah satu 

aspek yang turut menentukan kinerja dalam implementasi kebijakan pengelo!aan 

sampah. Hal ini terkait dengan pembagian tugas, bagaimana menterjemahkan 

maksud dan tujuan sebuah kebijakan, serta bagaimana mengaplikasikan sebuah 

kebijakan dengan menerapkan metode-metode yang efektif dan efisien dalam 

mencapai tujuan dan sasaran. 

14 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
15 Hasil wawancara dengan petngas pengumpu1 sampab, 12 Mei 2016 
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Berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap, Bidang 

Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan Perhubnngan Kabupaten 

Tana Tidung terdiri dari 5 orang pegawai negeri (PNS) serta Komposisi pegawai 

Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan Perhubungan 

beserta petugas lapangan menurut tingkat pendidikan diuraikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel4.4 
Pembagian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan 

No 
Tingkat Jumlah 

Pendidikan Orang % 
1 SD 3 3.13 
2 SMP 9 9.38 
3 SMA 79 82.29 
4 SARJANA 5 5.21 

Jumlah 96 100.00 
Sumber : Dinas PU dan Perhubungan Kab. Tana TidungTahun 2016 

Dari Tabel 4.4 tergambar bahwa tingkat pendidikan pegawai dan petugas 

lapangan Pada Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan 

Perhubungan Kabupaten Tana Tidung sangat bervariasL namun yang dominan 

adalah yang berpendidikan SMA sebanyak 79 orang atau 82,29% dari total 

sebanyak 96 orang. Berpendidikan SMP sebanyak 9 orang (9,38%), 

berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 3 orang (3,13%), dan yang berpendidikan 

Sarjana hanya sebanyak 5 orang atau 5,21% dari total jumlah pegawai dan 

petugas lapangan. 

Bagi yang berpendidikan tinggi, seringkali lebih mudah dalam memaharni 

instruksi dan mandiri dalam me1aksanakan tugas tanpa harus selalu diawasi. 

Sementara bagi yang berpendidikan relatif rendah seringkali membutuhkan 
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pengawasan untuk memastikan apa yang dilakukan dapat berjalan baik sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengawasan diharapkan dapan menjamin 

terlaksananya pekerjaaan secara tepat dan mampu menunjukkan kinerja yang 

efektif. 

Sikap masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di 

Kecamatan Sesayap menurut wawancara dengan informan adalah puas. Penulis 

mendapatkan informasi dari informan yang memberikan keterangan bahwa dulu, 

sebelum Dinas PU dan Perhubungan melaksanakan program pengelolaan sampah, 

masyarakat terpaksa membuang sampah di sungai maupun dengan cara membakar 

sampah. Kondisi tersebut mengakibatkan lingkungan terlihat kotor. Hasil 

wawancara dengan informan 16) mengungkapkan : 

"Dulu sampah-sampah dikumpul di laban kosong di belakang rumah. 
Sekitar 2 atau 3 hari kemudian dibakar. Sekarang sudah ada tong sampah 
yang ditaruli di depan hampir di setiap rumah j adi tinggal huang saj a ke 
tong-tong sampah itu ... " 

Demikian juga dengan basil wawancara dengan informan 17) yang 

bermukim di areal pinggiran sungai mengungkapkan : 

"Dulu sampah Jangsung dibuang saja dari dapur. Terkadang sampah
sampahnya ada yang hanyut terbawa arus. Terkadang ada yang ny(mgkut 
di bawah kolong, tiang rumah, dan sebagainya. Kalau sudah surut (air 
surut), sampah-sampahnya jadi menumpuk dan tidak enak dipandang 
mata ... " 

Namun pemyataan berbeda dilontarkan salah seorang informan 18
), salah 

seorang masyarakat Kecamatan Sesayap mengatakan : 

16 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tideng Pale, 12 Mei 2016 
17 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tideng Pale Timur, 12 Mei 2016 
18 Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gunwan, 12 Mei 2016 
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"Karena di sini tidak ada bak sampah, kendaraan dan petugas sampah 
masih jauh untuk dijangkau. Mau tidak mau, sampahnya kami kumpul 
untuk nanti dibakar ... " 

Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di 

lingkungan masing-masing sudah dapat dikatakan memadai. Hasil observasi 

menunjukkan bahwa untuk daerah-daerah yang sudah tersedia sarana dan 

prasarana berupa tong-tong sampah, sebagian besar masyarakat sudah membuang 

sampahnya secara tertib, terkecuali dengan daerah-daerah yang belum disediakan 

tong-tong sampah dengan teroaksa harus mengumpulkan sampahnya untuk 

dibakar. 

Berdasarkan pembahasan dari aspek Interpretasi, bahwa aspek interpretasi 

dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung,_neran 

Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan sampah masih lebih 

banyak pada penyedia dan pengelola layanan. Peran pemerintah seharusnya 

adalah melayani (melakukan negosiasi dan menjadi perantara beragam 

kepentingan di masyarakat dan membentuk nilai bersama). 

Peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan perlu menempatkan 

masyarakat sebagai customer dalam posisi yang seimbang dengan pemerintah 

sebagai provider. Posisi tersebut dapat ditinjau dari prinsip-prinsip akses 

informasi dan perbaikan. Ditinjau dari akses, belum semua lapisan masyarakat 

merniliki akses yang sam a terhadap pelayanan pengelolaan sampah. 

Sementara itu, masyarakat juga belum banyak mempunyai akses dalam 

pengambilan keputusan, masukan, saran serta monitoring bagaimana mekanisma 

pengelolaan dilakukan, bagaimana mekanisme penggunaan dana serta sejauh 
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mana potensi pengelolaan · sampah kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak 

pemerintah perlu mendefinisikan secara jelas mengenai kriteria mendasar melalui 

suatu keputusan bahwa akses dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, 

termasuk proses distribusi pelayanannya sehingga masyarakat dapat memahami 

atau menolak keputusan tersebut. 

Sosialisasi dan informasi tersebut tidak hanya bermanfaat dalam kaitannya 

dengan sumber daya baik dana, tenaga, biaya, ide, dan saran, tetapi juga dalam hal 

monitoring dan evaluasi setiap kebijakan atau program. Sehingga diperlukan 

upaya menyebarluaskan informasi jasa pelayanan. Informasi tidak hanya 

disebarluaskan terhadap pengguna jasa pelayanan (users), tetapi juga harus 

disebarluaskan kepada petugas pelayanan pada tingkat yang paling bawah. 

Berbagai informasi tersebut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui 

bagaimana cara pelayanan publik itu dilaksanakan, membuat keputusan terbaik 

tentang pelayanan apa yang ingin digunakan dan bagairnana cara memperoleh 

keuntungan maksimum dari pelayanan tersebut. 

3. Aspek Aplikasi 

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi merupakan konsep yang 

dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996 : 296) "Application: the routine 

provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or 

instruments". Yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, 

pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan 

program. Oleh karena itu, aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekeijaan yang 
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meliputi penyediaan barang danjasa". Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan 

salah satu faktor yang menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan 

pekeijaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program 

dan perangkatnya. lmplementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan 

pengerahan segala smnber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul 

respon dari dari kelompok masyarakat apakah menerima atau menolak hasil 

kebijakan tersebut. 

Sebagaimana telah dikemukakan pada awal pembahasan, bahwa melalui 

program yang telah disusun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU dan 

Perhubungan dengan segala aktivitasnya melakukan berbagai upaya untuk 

memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah 

di Kecamatan Sesayap. Oleh karena itu, dalam merealisasikan program tersebut 

harus konsisten dengan smnber daya yang tersedia, kemampuan pelaksana, 

mampu mengintegrasikan antara kebijakan pemerintah dengan segala inovasinya 

dan dengan nilai-nilai lokal yang bervariasi. 

Berdasarkan hasil observasi, pola pengelolaan sampah di Kecamatan 

Sesayap saat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut : 

1. Pengumpulan 

Pada tahap pengumpulan, pengumpulan sampah dilakukan petugas 

terhadap tempat-tempat sampah yang telah disediakan dengan memasukkan isi 

tong-tong sampah tersebut ke dump truck Untuk saat ini, kondisi tempat-tempat 

sampah tersebut sebagian masih memadai karena masih dalam kondisi baru hasil 

pengadaan pada tahun 2015. Namun ada juga yang sudah tidak memenuhi syarat 
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selain karena kondisinya yang sudah rusak, ukuran dari tong-tong sarnpah tersebut 

sudah tidak memadai untuk mengakomodir volume sarnpah yang dihasilkan. 

Dalarn pengembangan layanan selanjutnya, perlu diadakan perubahan pada 

rancang bangun alat pengumpulan karena beberapa hal, sebagai berikut : 

Perubahan sifat fisik sarnpah seperti timbulan, komposisi, berat jenis, dan 

karakteristik mengingat kemungkinan adanya perbedaan yang mencolok pada 

kondisi fisik sarnpah dari setiap sumber; Dengan adanya pemilahan sarnpah di 

sumber antara sarnpah yang dapat didaur ulang, dikomposkan dan sarnpah B3, 

maka diperlukan adanya alat pengumpul yang sesuai untuk setiap jenis sarnpah 

hasil pilahan seperti alat dan pengumpul khusus untuk beras, untuk karet, untuk 

kaca, dan untuk logarn. 

Berdasarkan hasil observasi mengenai proses pengumpulan umumnya 

dengan mengerahkan armada yang dirniliki oleh Dinas PU dan Perhubungan 

berupa dump truck menuju TPS-TPS yang telah ditempatkan baik itu di kawasan 

pemukiman, perkantoran, dan lain sebagainya. 

Sementara itu untuk pelayanan kebersihan pasar, pengumpulan sarnpah ke 

TPS menjadi tanggung jawab masing-masing penyewa areal/bloklkavling pasar. 

Sedangkan untuk pengangkutan dan pembuangan akhir menjadi tanggung jawab 

Dinas PU dan Perhubungan. Pola penanganan sarnpah di pasar yang meliputi 

kios-kios dan stand-stand, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa 

sebagian besar penanganannya telah terlayani. 

Sementara untuk sarnpah-sarnpah yang berserakan di jalanan, sarnpah 

yang ada di jalan-jalan tersebut disapu oleh 4 s/d 5 orang tenaga penyapu setiap 
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100 m panjang jalan. Para penyapu jalan terse but diperlengkapi dengan sapu lidi 

untuk menyapu, dan serok sampah untuk menampung hasil sapuan. Sampah yang 

terkumpul dibuang ke dalam wadah sampah yang ada di sepanjang tepi jalan atau 

dibuang di bak armada sampah apabila kebetulan armada sampah sedang Iewat. 

Selanjutnya sampah yang ada di dalam bak tersebut diangkut oleh armada sampah 

bersamaan dengan pengambilan sampah yang ada di pertokoan dan pemukiman di 

sepanjangjalan tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi, cakupan wilayah tugas penyapu jalan hanya 

mencakup Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sedulun, Desa 

Limbu Sedulun, dan Desa Sebiday. Kelima desa tersebut merupakan wilayah 

terdekat dengan pusat ibu kota kabupaten dan pusat kecamatan sehingga dapat 

dikatakan kelima desa ini merupakan prioritas penanganan kebersihan dan 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. 

2. Pengangkutan 

Pengangkutan merupakan tahap sebelum sampah diangkut ke sarana 

pembuangan atau pengolahan akhir. Sarana pengangkutan yang ada masih kurang 

memadai. Selain faktor jumlah, dump truck dengan bak terbuka juga kurang 

memenuhi standar kesehatan maupun dapat menimbulkan bau yang kurang sedap 

saat melintas. Disamping itu, penggunaan dump truck dengan bak terbuka juga 

seringkali menimbulkan masalah berupa sampah-sampah yang sudah dimasukkan 

ke bak dump truck sebagian ada yang kembali tercecer ke jalanan. Bahkan untuk 

sampah-sampah seperti kertas dan plastik juga seringkali beterbangan dan hal 

tersebut dapat mengganggu penggunajalan yang lain. 
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Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan dump-truck. Dinas 

PU dan Perhubungan sampai tahun 2015 memiliki 3 buah dump-truck berdaya 

angkut 4 m3.Dump truk berfungsi untuk melayani sampah daerah pemukiman, 

pasar, pertokoan, daerah pemukiman dan sepanjang jalan protokol di Kecamatan 

Sesayap dengan rotasi pelayanan yang diangkut sampai ke TP A sebanyak 2 kali 

sehari, mulai pukul 07:00 s/d 09:00 pagi dan pukul 19:00 s/d pukul20:00 malam, 

dengan jadwal hari Senin sampai Sabtu. Dari sejumlah armada pengangkut 

sampah tersebut temyata masih belum sebanding dengan volume sampah yang 

dihasilkan. 

3. Pembuangan. 

Tahap akhir dari proses pengelolaan sampah dilakukan dengan membuang 

sampah yang telah terkumpul ke suatu tempat terbuka yang telah disediakan. Pada 

dasamya tempat pembuangan akhir ini adalah sebuah lahan kosong yang disewa 

oleh Pemda terletak agak jauh dari perkampungan warga. 

Dengan pola seperti di atas, maka pengelolaan sampah di Kecamatan 

Sesayap belum memadai. Penirnbunan sampah tanpa disertai dengan sistem 

pengolahan yang baik hanya akan menirnbulkan masalah baru. Selain itu, proses 

penguraian sampah yang hanya mengandalkan proses alam dapat menimbulkan 

potensi bahaya seperti penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, hingga 

sampai pada masalah keindahan lingkungan. 

Pada pembahasan mengenai aspek organisasi, terdapat 9 program kelja 

yang telah disusun dan sedang diselenggarakan oleh Bidang Tata Ruang, 

Kebersihan dan Pertamanan dalam kaitannya dengan peningkatan implementasi 
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kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan hasil 

observasi, mengenai program kegiatan Raperda Persampahan, biaya yang 

direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00, dengan langkah-langkah kegiatannya 

yaitu sebagai beriknt : Proses koordinasi dan konsultasi daerah, sosialisasi 

Raperda Persampahan, dan biaya siding pengesahan Raperda. Berdasarkan proses 

langkah tersebut, maka hasil yang dicapailoutcome kegiatan yaitu terbentuknya 

produk: huk:mn daerah dan meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui 

retribusi sampah. 

Program kegiatan Dana Pendamping Pembangunan TP A. Biaya yang 

direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00, dengan langkah-langkah kegiatan 

sebagai beriknt : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja Jasa Konsultasi 

Penelitian. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/out 

come kegiatannya adalah memperoleh hasil kajian yang konpeherensifmengenai 

pembangunan Tempat Pembuangan Akhir yang sesuai dengan kriteria yang 

diamatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Persampahan. 

Program/Kegiatan Dana Pendamping 3R. Biaya yang direncanakan 

sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : 

Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 

Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/ou/ come 

kegiatannya adalah memperoleh hasil kajian yang konpeherensif mengenai 

pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna melalui 3R dan komposter. 

Program/Kegiatan Dana Pendamping IP AL Kawasan. Biaya yang 
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direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan langkah-Jangkah kegiatan 

sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja modal pengadaan 

instalasi air kotor. Berdasarkan proses Jangkah tersebut, maka hasil yang 

dicapai/out come kegiatannya adalah tersedianya fasilitas instalasi pengelolaan air 

kotor yang meliputi pembuatan jalan-jalan dan jaringan irigasi khususnya untuk 

wilayah Kecamatan Sesayap. 

Program/K.egiatan UKLIUPL Tempat Pembuangan Akhir. Biaya yang 

direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan Jangkah-Jangkah kegiatan 

sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja jasa konsultasi 

penelitan. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/out come 

kegiatannya adalah memperoleh hasil kajian yang konpeherensif mengenai 

pembentukan UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir yang sesuai dengan kriteria 

yang diamatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Persampahan. 

Program/K.egiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan 

Operasional Kegiatan. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 

yang dialokasikan untuk pembayaran honorarium petugas kebersihan lingkungan. 

Berdasarkan proses Jangkah tersebut, maka hasil yang dicapai/out come 

kegiatannya adalah pemenuhan hak pegawai tidak tetap/non PNS sebagai insentif 

guna peningkatan kebersihan lingkungan hidup dan operasional kebersihan .. 

Program/K.egiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional. Biaya yang 

direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 dengan langkah-Jangkah kegiatan 

sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja perawatan 
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kendaraan bermotor, dan belanja penggantian suku cadang. Berdasarkan proses 

langkah terse but, maka hasil yang dicapai! out come adalah terpeliharanya kondisi 

fisik kendaraan sehingga layak untuk beroperasi, serta meningkatnya kualitas 

pelayanan persampahan I kebersihan di Kecamatan Sesayap. 

Program!Kegiatan Belanja Alat Peralatan Kebersihan. Biaya yang 

direncanakan sebesar Rp. 2.094.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan 

sebagai berikut : Proses pengadaan oleh pihak ketiga; Belanja kendaraan 

bermotor, belanja peralatan mesin, belanja alat-alat peralatan kebersihan, belanja 

pakaian kerja lapangan. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang 

dicapai/out come adalah meningkatnya kualitas pelayanan persampahan I 

kebersihan di Kecamatan Sesayap. 

Program!Kegiatan Belanja Bahan Bakar Kebersihan. Biaya yang 

direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan 

sebagai berikut : belanja bahan bakar solar dan bahan bakar bensin. Berdasarkan 

proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapailout come adalah ketersediaan 

bahan bakar yang cukup guna mendukung operasional kendaraan serta peralataan 

mesin .. 

Dengan total anggaran sebesar Rp. 8.374.000.000,00 dapat dikatakan 

bahwa masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung, khususnya 

Kecamatan Sesayap merupakan sebuah program prioritas dari oleh Dinas PU dan 
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Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan basil wawancara dengan 

infonnan 19) mengungkapkan: 

"Kecamatan Sesayap, khususnya Desa Tideng Pale sebagai pusat 
pemerintahan Kabupaten Tana Tidung harus selalu terjaga kebersihannya. 
Maka daripada itu Kepala Dinas mengalokasikan anggaran sebesar kurang 
lebih delapan milyar sebagai komitmen bahwa masalah kebersihan dan 
pengelolaan sampah 1m dipandang sebagai prioritas khusus. 
Bagaimanapun juga, Tideng Pale adalah teras terdepan dari Kabupaten 
Tana Tidung. Kebersihan dan keindahan Tideng Pale merupakan 
representasi dari kebersihan Kabupaten Tana Tidung secara 
keseluruhan ... " 

Perhatian khusus yang dimaksud tidak terlepas dari tanggung jawab besar 

yang diemban oleh Dinas PU dan Perhubungan dalam hal penyediaan sarana dan 

prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung yang belum dapat 

melibatkan swasta maupun pihak lainnya. 

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan 

Sesayap mutlak menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten 

Tana Tidung. Berdasarkan basil dokumentasi, jumlah Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) sebanyak 164 buah terdiri dari : 16 buah tong sampah biasa, 100 

buah tong sampah drum, 20 buah tong sampah fiber, dan 28 buah tong sampah 

tiang. TPS-TPS tersebut disebar ke 6 desa yang ada di Kecamatan Sesayap yaitu 

Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sebidai, Desa Sedulun, Desa 

Limbu Sedulun, dan Desa Sebawang. 

Hasil observasi menunjukkan bahwa ketersediaan TPS-TPS terse but 

sejauh ini sudah mendukung terhadap pembuangan sampah. Timbunan sampah 

sangat jarang ditemui. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja terlihat tumpukan 

19 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan 

Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016 
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sampah seperti pada hari libur maupun pasca penyelenggaraan event-event 

tertentu. 

Berbeda halnya dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang 

ada. Berdasarkan hasil observasi, kondisi TP A yang ada sudah tidak memadai. 

Untuk proses pemusnahannya, kumpulan sampah yang dibuang ke TP A kemudian 

dibakar. TPA yang ada tidak memenuhi standar !criteria yang diamatkan oleh 

undang-undang yang mana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat 

dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di 

sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. 

TP A merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak 

menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan 

penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat 

dicapai dengan baik. 

Selama ini masih banyak persepsi keliru tentang TP A yang sering 

dianggap hanya sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan 

banyak pemerintah daerah merasa sayang untuk mengalokasikan pendanaan bagi 

penyediaan fasilitas di TP A yang dirasakan kurang prioritas dibandingkan dengan 

penggunaan sektor lainnya. Di TP A, sampah masih mengalarni proses penguraian 

secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat 

terurai secara cepat, sedang yang lainnya lebih lambat; bahkan beberapa jenis 

sampah tidak berubah sampai puluhan tahun; misalnya pastik. Hal ini 

memberikan gambaran bahwa setelah TP A selesai digunakanpun masih ada 
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proses yang berlangsung dan rnenghasilkan beberapa zat yang dapat rnengganggu 

Iingkungan. 

Meskipun dernikian, Dinas PU dan Perhubungan telah rnenindaklanjuti 

perrnasalahan tersebut dengan rnelakukan kajian akadernis pernbangunan TP A 

yang rnernadai. Hasil kajian tersebut dijadikan panduan bagi Dinas PU dan 

Perhubungan dalarn rnernbangun TP A yang sesuai persyaratan. Hasil wawancara 

dengan inforrnan 2~ rnengungkapkan : 

''Hasil kajian penelitian ahii sudah ada Saat ini proses pernbangunan TP A 
rnasih dalarn tahap koordinasi dengan pernerintah pusat karena ada 
sharing dana APBN dan APBD. Insya Allah tahun ini kita kejar 
pernbangunan fisiknya ... " 

Apabila pernbangunan ternpat pengelolaan sarnpah tersebut selesai, rnaka 

penanganan sarnpah akan dilakukan dengan intensif, yaitu akan dibuat sanitary 

landfill (pernisahan sarnpah sesuai dengan unsur pernbuat sarnpah), seperti 

sarnpah kering, basah, plastik, organik, non organik dll. Pernerintah Kabupaten 

Tana Tidung akan rnengacu kepada Undang-Undang Nornor 18 tahun 2008 yang 

telah diberlakukan sejak tahun 2013, dirnana dalarn salah satu pasalnya 

disebutkan, bahwa pihak pernerintah dapat dikenai sanksi setahun penjara atau 

denda Rp.S rniliar, apabila penanganan sarnpah dapat rnernbuat kerusakan atau 

penyakit pada rnasyarakat. 

Dinas PU dan Perhubungan rnelalui Seksi Kebersihan dan Pertarnanan 

juga terus berupaya untuk rnenjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait guna 

rnendukung terciptanya efektifitas pengelolaan sarnpah yang baik salah satunya 

20 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
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dengan Bappeda Dan Lingktmgan Hidup Kabupaten Tana Tidung. Salah satu 

bentuk upaya koordinasi tersebut adalah penyelenggaraan sosialisasi mengenai 

kebersihan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tana Tidung. Hasil 

wawancara dengan informan 21) mengungkapkan: 

"Kedepannya kita akan melibatkan Bidang Lingktmgan Hidup Bappeda 
Kabupaten Tana Tidung dalam upaya memberikan sosialisasi kepada 
mayarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah 
ini ... " 

Ketersediaan armada yang dikerahkan untuk pengangkutan sampah 

dengan volume sampah yang harus ditangani juga menjadi perhatian tersendiri 

bagi Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Untuk saat ini, 

ketersediaan armada pengangkut dengan area pelayanan Kecamatan Sesayap 

belum memadai. Pengangkutan sampah di!akukan dengan menggunakan dump-

truck. Dinas PU dan Perhubungan sampai dengan saat ini memiliki 3 buah dump-

truck berdaya angkut 4 m3. Ketiga buah dump truck tersebut adalah hasil 

pengadaan belanja modal tahun anggaran 2013. Kendala yang sering dihadapi 

adalah dikarenakan kondisi armada yang dimiliki merupakan kendaraan lama, 

maka dibutuhkan perawatan secara berkala. Hasil wawancara 22) dengan informan 

mengungkapkan : 

"Karena dump truck yang kita miliki ini adalah kendaraan lama maka 
butuh perhatian lebih. Ketika salah satunya saja rewel, dapat 
mengakibatkan keterlambatan pengangkutan karena harus di-back up oleh 
dump truck yang dapat beroperasi. Padahal masing-masing kendaraan 
tersebut sudah diatur wi!ayah kerjanya ... " 

21 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
22 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 20!6 
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Berkaitan dengan hal itu, Dinas PU dan Perhubungan menganggarkan 

pengadaan 1 unit pick up dan 3 unit sepeda motor gerobak modifikasi sampah 

pada APBD 2016. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pe1ayanan 

kebersihan kepada masyarakat. Dalam kaitan ini, hasil wawancara dengan 

informan 23) mengungkapkan : 

"Tahun ini akan ada pengadaan 1 unit mobil jenis pick up dan 3 unit motor 
gerobak modifikasi. .. " 

Dengan penambahan 1 unit mobil jenis pick up dan 3 unit sepeda motor 

gerobak modifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 

imp1ementasi pengelo1aan sampah di Kecamatan Sesayap yang meliputi 7 desa 

sebagaimana hasil wawancara dengan informan 24
) yang mengungkapkan : 

"Melalui pengadaan 1 unit mobil jenis pick up dan 3 unit motor gerobak 
modifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan 
sampah di Kecamatan Sesayap serta dapat mempercepat proses 
pengumpulan sampah-sampah dari TPS-TPS yang tersedia ... " 

Pengaturan pengangkutan sampah menggunakan metode rolling. Para 

petugas pengangkut sampah dibagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan 

hasil observasi, ke1ompok-kelompok tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. 

Area kerja tiap-tiap kelompok tersebut ditentukan oleh PPTK. Masing-masing 

kelompok berjumlah antara 4 sampai dengan 5 orang yang terdiri dari petugas 

pengangkut sampah dan supir dump truck dengan area kerja yang di-rolling setiap 

minggunya. Begitu juga dengan anggota kelompoknya. Setiap rninggu PPTK akan 

melakukan sistem rolling dengan tujuan agar para anggota kelompok pengangkut 

23 Hasil wawncara denga Kepa1a Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan 
Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016 
24 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersiban Lingkungan Hidup 
Dan Operasiona1 Kegiatan, 9 Mei 2016 
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sampah tidak mengalami rasa bosan. Hasil wawancara dengan informan 25) 

mengungkapkan : 

"Pengaturan pengangkutan eli-rolling setiap minggu. 4 grup tukang 
angkut, tukang sapu 4 grup. pemilah sampah setiap hari. tukang sapu tiap 
hari dengan tujuan supaya ada penyegaran ... " 

Guna mengawasi pekerjaan para petugas pengangkut sampah, maka Dinas 

PU dan Perhubungan mempekerjakan 5 (lima) orang petugas pengawas lapangan. 

Pengawas-pengawas lapangan tersebut bertanggung jawab kepada PPTK dengan 

tugas menyampaikan laporan berupa daftar absensi petugas lapangan dan 

kebutuhan peralatan operasional. 

Disamping itu, hasil observasi juga mendapati bahwa hampir setiap 

minggu (seringkali pada hari Jum'at), Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan 

atau PPTK secara bersama-sama maupun bergantian turun ke lapangan untuk 

memonitor secara langsung pekerjaan para petugas lapangan. Tidak jarang juga 

mereka ikut ter!ibat langsung bersama-sama petugas membersihkan parit. 

Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penulis mengenai apa 

motivasi dan tujuan pegawai Seksi Kebersihan dan Pertamanan tersebut. 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan 

komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan 

wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan 

publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Selama ini 

sebagian besar masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada 

pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat 

25 Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup 
Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016 
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pemrosesan akhir sampah. Paradigma ini sudah seharusnya ditinggalkan dan 

diubah menjadi paradigma yang memandang sampah sebagai sumber daya yang 

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Sampah yang dikelola 

berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah 

sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Setiap orang yang melakukan 

kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah 

sesuai dengan kewenangannya. Bupati!Walikota dapat menerapkan sanksi 

administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan 

yang ditetapkan dalam perizinan. 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan 

pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat 

dilakukan melalui : pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; 

dan pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengk:eta persampahan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah disebutkan bahwa masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, baik dalam hal 

pengurangan sampah (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan 

pendauran ulang) serta penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, 

pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir) 

Target pelayanan adalah masyarakat sebagai warga negara (Citizens). 

Karena kepentingan publik merupakan basil dialog tentang nilai-nilai bersama, 
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maim tentunya pemerintah tidak semata-mata merespon tuntutan yang datang dari 

masyarakat, tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan 

dan kolaborasi dengan dan diantara masyarakat. 

Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, diantaranya 

dapat dilihat dari : Masih rendahnya upaya pemilahan sampah, masih rendahnya 

pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, masih rendahnya 

partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi, 

pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik). 

Berdasarkan pembahasan dari aspek aplikasi, bahwa aspek aplikasi dalam 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung pada 

umumnya apabila ditinjau dari output layanan, pengelolaan sampah di Kecamatan 

Sesayap masih menunjukkan kinerja yang belum optimal. Meskipun banyak sudut 

daerah yang bersih namun masih banyak tumpukan sampah di bebarapa sudut 

daerah yang lain. Kondisi ini berbeda dengan beberapa bagian tempat/sudut kota 

terutama pada pusat kota dan yang dekat dengan area perkantoran justru terlihat 

bersih. 

Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Kecamatan 

Sesayap merupakan sampah basah, yaitu mencapai 60-70% dari total volume 

sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang terdesentralisisasi sangat 

membantu dalam meminimalisasi sampah yang harus dibuang ke tempat 

pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan 

sedekat mungkin dengan sumbemya. 
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Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk tidak membuang sampab 

sembarangan dengan pertimbangan, babwa masyarakat sebagai sumber produksi 

sampab. Partisipasi masyarakat selain dalam aspek kesadaran dan pengumpulan 

sampab pada tingkat TPS juga dapat ditingkatkan berkaitan dengan perlunya 

pemisaban sampab sejak dari sumbemya. Sampab organik sudab terpisabkan 

dengan sampab non-organik sejak dari rumab tangga hunian, kawasan niaga, dan 

jalan raya. Disamping itu, pemerintab sebagai penyelenggara kebijakan 

pengelolaan sampab di Kecamatan Sesayap juga dituntun untuk dapat 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak teJjadi ketimpangan 

antara satu desa dengan desa yang lainnya. 

Selama ini pengelolaan sampab hanya sekedar mengangkut dan 

membuang hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu kondisi TP A 

tidak memadai. Kondisi TP A yang buruk dapat menimbulkan persoalan 

lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar TP A. Persoalan 

lingkungan yang sering teJjadi seperti pencemaran air (baik air permukaan 

maupun air tanab), pencemaran tanab, dan pencemaran udara. Pencemaran 

sampab ini akan menimbulkan beberapa penyakit seperti inpeksi saluran 

pemapasan atas (ISPA), TB paru kronis dan penyakit kulit. 

Berkaitan dengan hal tersebut, yang menyebabkan sampab di TP A selama 

ini menumpuk adalab tercampumya sampab organik dan non-organik. Untuk 

pemisabannya akan diperlukan biaya yang tinggi serta waktu yang lama. Hal 

inilab yang menyebabkan beberapa permasalaban, seperti pencemaran lingkungan 

di sekitar TP A, kebutuhan TP A yang baru, tidak adanya partisipasi masyarakat 
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dalam pengkomposan. Masalah kebutuhan TP A yang barn akan sulit diatasi 

mengingat dimasa mendatang akan sangat sukar memperoleh lahan TP A yang 

barn. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa Implementasi kebijak:an 

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang 

didasarkan pada 3 aspek yakni ; organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dari hasil 

penelitian pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya 

belum sepenuhnya efektif. Dari ketiga aspek Implementasi Kebijakan pengelolaan 

sampah tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut : 

Pada aspek organisasi, Dinas PU dan Perhubungan melalui Seksi 

Kebersihan dan Pertamanan pada Bidang Tata Ruang, Kebersihan, dan 

Pertamanan selaku pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugas dan fungsinya 

dalam pengelolaan sampah, kendati belum didasarkan pada Standard Operating 

Procedure (SOP) kegiatan yang bersifat baku. Koordinasi antara pelaksana 

implementasi (Dinas PU dan Perhubungan) dengan pihak lain masih terbatas 

pada pertemuanlrapat-rapat yang sifatnya insidental yang berimplikasi pada 

ketidakpaduan pengelolaan sampah kebersihan pasar antara Dinas PU dan 

Perhubungan dengan Disperindagkop. 

Pada aspek interpretasi, dukungan masyarakat belun1 maksimal. 

Masyarakat masih menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari 

Dinas PU dan Perhubungan semata. Kurangnya dukungan masyarakat disebabkan 

kurangnya sosialisasi oleh Dinas PU dan Perhubungan akan pentingnya 
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partisipisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di lain pihak, insentif/gaji 

yang diberikan kepada para petugas lapangan bel urn mencukupi untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap para petugas 

lapangan dalam melaksanakan tugas menjadi bervariasi. Ada petugas yang rajin, 

yang kurang rajinjuga ada. 

Pada aspek aplikasi, output dari pelaksanaan program kegiatan belum 

sepenulmya dapat dirasakan oleh mesyarakat Kecamatan Sesayap. Di Desa 

Gunawan, pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas 

pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga belum 

memiliki Tern pat Pembuangan Akhir (TP A) yang memenuhi standar kriteria yang 

ditetapkan oleh undang-undang. 

B. SARAN 

Dari kesimpulan yang sudah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa masih 

ada kekurangan dari setiap aspekt implementasi dalam pelaksanaan Implementasi 

Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Berkaitan 

dengan hal tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut : 

Pada aspek organisasi, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas 

PU dan Perhubungan perlu segera merancang dan menetapkan Standard 

Operating Procedure (SOP) yang berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan 

pengelolaan sampah. Koordinasi dengan Disperindagkop juga harus ditingkatkan 

guna meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah di sekitar areal pasar lmbayud. 
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Pada aspek interpretasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu 

mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada 

masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi 

perhatian khusus. Penerapan punish and reward tidak ada salahnya untuk 

diberlakukan. Bagi petugas yang kinerjanya baik, dapat diberikan kelebihan upah, 

sedangkan bagi petugas yang kinerjanya kurang baik, dapat dikenakan 

pemotongan upah. 

Pada aspek aplikasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun 

Tempat Pembuangan Akhir (TP A) yang sesuai dengan standar kriteria menurut 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu 

dengan pembanganunan TP A menggunakan sistem sanitary landfill. 
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Lampiran 1. Pedoman dan Hasil Wawancara 

WAW ANCARA KEPADA KEPALA DINAS PU DAN PERHUBUNGAN 
KABUPATENTANATIDUNG 

(9MEI2016) 

1. Dalam Segi alokasi anggaran, apakah menjadi prioritas? 

"Sebagai pimpinan, Kami senantiasa memberikan perhatian khusus 

dalam upaya mendorong terciptanya kebersihan dan keindahan 

lingkungan Tana Tidung pada umumnya, khususnya di wilayah 

Kecamatan Sesayap sebagai pusat pemerintahan yakni dengan 

mengalokasikan anggaran yang diharapkan dapat terserap maksimal 

untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembayaran gaji petugas 

lapangan, maupun dalam hal penyusunan produk hukum daerah" 

120 
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WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN 
PERTAMANAN 

(Tanggal9 Mei 2016) 

121 

1. Bagaimana koordinasi dan alur kerja penanganan sampah dari mulai Pemda, 
Kecamatan Sesayap sampai pada tingkat Desa, RW RT & pusat-pusat 
kegiatan masyarakat (Pasar dan Perumahan)? 
Sampah-sampah yang berasal dari pasar, sebisanya kami angkut. 
Namun kami khawatir adanya tum pang tindih pekerjaan dengan Dinas 
Perindagkop mengenai urusan pasar ini 

2. Apakah Dinas PU & Perhubungan memiliki SOP yg 1engkap dalam 
pengelolalan persampahan? 
Sampai dengan saat ini kita belum memiliki SOP yang mengatur 
mengenai pembagian togas kepada para petugas lapangan. Petugas 
Iapangan ditugaskan secara lisan saja dengan pengaturan jadwal yang 
sewaktu-waktu dapat disesuaikan 

3. Berapa anggaran yang dikucurkan APBD tahun 2016 untuk pengelolaan 
sampah di Kab. Tana Tidung? 
Kecamatan Sesayap, khususnya Desa Tideng Pale sebagai pusat 
pemerintahan Kabupaten Tana Tidung harus selalu terjaga 
kebersihannya. Maka daripada itu Kepala Dinas mengalokasikan 
anggaran sebesar kurang lebih delapan milyar sebagai komitinen bahwa 
masalah kebersihan dan pengelolaan sampah ini dipandang sebagai 
prioritas khusus. Bagaimanapun juga, Tideng Pale adalah teras 
terdepan dari Kabupaten Tana Tidung. Kebersihan dan keindahan 
Tideng Pale merupakan representasi dari kebersihan Kabupaten Tana 
Tidung secara keseluruhan 

4. Apakah kebijakan pengelolaan sampah di Kec. Sesayap termasuk leading 
sector (menjadi prioritas ), apa buktinya? 
Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan 
pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya. 
Namun yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk 
tahun 2016 adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat 
Pembuangan akhir 
Program kerja unggulan adalan pembangunan TP A. Pembangunan 
TP A merupakan tuntutan yang sangat mendesak karena di Kabupaten 
Tana Tidung belum ada Tempat Pembuangan Akhir yang memenuhi 
kriteria sesuai amanat undang-undang maupun Peraturan Presiden. 
Yang kedua adalah Raperda Persampahan yang diharapkan nantinya 
apabila sudah terbentuk, dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan 
sampah sekaligus dapat dijadikan landasan hukum guna meningkatkan 
potensi pendapatan daerah melalui retribusi sampah. 

43013.pdf 



122 

5. Program apa saja yg disusun tahun 2016 untuk pengelolaan sampah ini? 
Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan 
pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya. 
Namun yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk 
tahun 2016 adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat 
Pembuangan akhir. 
Tahun ini diusahakan pembahasan Raperda Persampahan dan 
Retribusi Sampah dapat disampaikan ke DPRD. Saat ini dari pemda 
melalui Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan 
Perhubungan sedang melakukan kajian hukumnya. Diharapkan 
Raperda tersebut dapat disahkan pada tahun 2016 sehingga tahun 2017 
sudah bisa dilaksanakan 
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WAWANCARAKEPADAPPTKPROGRAMKEGIATAN 
PENINGKATAN KEBERSmAN LINGKUNGAN HID UP DAN 

OPERASIONAL KEGIATAN 
(9 MEI2016) 

123 

1. Apakah penyebaran tugas untuk Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan 
Pertamanan sudah dapat dikatakan proporsional (sesuai jumlah petugas dan 
volume pekerjaan)? 
Pembagian personil untuk Seksi Kebersihan Dan Pertamanan belum 
dapat dikatakan proporsional bila dibandingkan antara jumlah pegawai 
dengan volume pekerjaan. 

2. Dari segi kuantitas, apakah jumlah karyawan I petugas lapangan sudah 
memadai? 
Untuk wilayah Kecamatan Sesayap jumlah personil yang dikerahkan 
sudah memadai 

3. Bagaimana komitmen dan etos kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas di 
lapangan? 
Komitmen dan etos kerja petugas Iapangan bervariasi. Ada yang rajin, 
ada yang biasa-biasa saja. Padahal mereka sudah dibeikan gaji yang 
sesuai dengan standar minimum kabupaten (Rp. 2.400.000,-). Apabila 
ada petugas yang tidak masuk kerja, selain diberikan teguran, juga 
dilakukakan pemotongan gaji. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi 
terhadap kiuerja para petugas Japangan tersebut 

4. Dalam bentuk apa sosialisasi mengenai pengelolaan sampah di tempat -
tempat umum? 
Sosialisasi yang dilaksanakan oleb Dinas PU & Perbubungan berupa 
baliho-baliho dan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar 
membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. 
Kedepannya kita akan melibatkan Bidang Lingkungan Hidup Bappeda 
Kabupaten Tana Tidung dalam upaya memberikan sosialisasi kepada 
mayarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah ini 

5. Kendala utama apa yang membuat masalah persampahan kurang tertangani 
dengan baik? 
Masalah yang sangat mendesak adalah saat ini pemerintah belum 
memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TPA yang Jayak. 
TP A yang sekarang masih pakai sistem open dumping. Rencana 
pembangunan TP A nantinya akan menggunakan metode sanitary 
landfilL Ketersediaan TP A san gat dibutuhkan karena TP A itu 
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seumpama WC-nya rumah. Rumah tanpa WC kan repot 

6. Langkah strategis apa yang dilakukan Pemkab ( Dinas PU & Perhubungan ) 
dalam melakukan terobosan mengatasi masalah persampahan di Kec. 
Sesayap? 
Hasil kajian penelitian ahli sudah ada. Saat ini proses pembangunan 
TP A masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat karena 
ada sharing dana APBN dan APBD. lnsya Allah tahun ini kita kejar 
pembangunan fisiknya 

7. Berapa armada yg dikerahkan untuk pengangkutan sampah, dan apakah 
dengan kondisi ini sudah memadai? 
Karena dump truck yang kita miliki ini adalah kendaraan lama maka 
butuh perhatian lebih. Ketika salah satunya saja rewel, dapat 
mengakibatkan keterlambatan pengangkutan karena harus di-back up 
oleh dump truck yang dapat beroperasi. Padahal masing-masing 
kendaraan tersebut sudah diatur wilayah kerjanya. 
Melalui pengadaan 1 unit mobil jenis pick up dan 3 unit motor gerobak 
modifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan 
sampah di Kecamatan Sesayap serta dapat mempercepat proses 
pengumpulan sampah-sampah dari TPS-TPS yang tersedia 

8. Bagaimana pengaturan pengangkutan dan frekuensinya setiap minggu? 
Pengaturan pengangkntan di-rolling setiap minggu. 4 grup tukang 
angkut, tukang sapo 4 grup. pemilah sampah setiap hari. tokang sapo 
tiap hari dengan tojoan sopaya ada penyegaran 
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WAWANCARA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN 
(12 MEl 2016) 

125 

1. Dari segi kuantitas, apakah jumlah karyawan I petugas Japangan sudah 
memadai? 
Jumlah petugas sudah cukup memadai karena cakupan wilayah operasi 
Kecamatan Sesayap tidak terlalu luas dan pekerjaannya juga tidak terlalu 
rumit. 

2. Apakah insentif petugas lapangan yang diterima setiap bulan bisa mencukup 
kebutuhan hidup layak? 
Gaji/upah bulanan yang kami terima Jumayan untuk memenuhi 
kebutuhan untuk makan sehari-hari. Tapi pengeluaran lain seperti bayar 
sekolah anak, dan lain-lain man tidak man barns cari-cari lagi di lain. 
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WAWANCARAKEPADAMASYARAKATDESA TIDENGPALE 

Nama (Inisial) 

Alamat 

Jenis Kelamin 

Tanggal wawancara 

:OS 

: Jl. Jend. Sudirman RT. 1 Desa Tideng Pale 

: Laki-Laki 

: 12 Mei 2016 
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1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan sampab oleh Pemda Tana 
Tidung saat ini? 
Dulu sampah-sampah dikumpul di Iahan kosong di helakang rumah. 
Sekitar 2 atau 3 hari kemudian dibakar. Sekarang sudah ada tong sampah 
yang ditaruh di depan hampir di setiap rumah jadi tinggal huang saja ke 
tong-tong sampah itu 

2. Sudab puaskab bapak dengan pengelolaan sampab yang dilaksanakan oleh 
Pemda Tana Tidung saat ini? 
Lumayan puas. 

3. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan terkait pengelolaan 
sampab di Kecamatan Sesayap? 
Kalan hisa dihuat peraturan tentang waktu huang sampah seperti di Kota 
Tarakan. Jam huang sampah di sana sekitar jam 8 malam (20:00 wita) s/d 
jam 6 pagi (06:00 wita), supaya tertih. 
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WAW ANCARA KEPADA MASY ARAKAT DESA TID ENG PALE 

YR Nama (Inisial) 

Alamat Jl. Manunggal RT. 1 V Desa Tideng Pale Timur 

Jenis Kelamin Laki-Laki 

Tanggal wawancara 12 Mei 2016 

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan sampah oleh Pemda Tana 
Tidung saat ini? 
Dulu sampah langsung dibuang saja dari dapur. Terkadang sampah
sampahnya ada yang hanyut terbawa arus. Terkadang ada yang nyangkut 
di bawah kolong, tiang rumah, dan sebagainya. Kalan sudah surut (air 
surut), sampah-sampahnya jadi menumpuk dan tidak enak dipandang 
mata. 

2. Sudah puaskah bapak dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
Pemda Tana Tidung saat ini? 
Cukup memuaskan. 

3. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan terkait pengelolaan 
sampah di Kecamatan Sesayap? 
Di tempat kami bak sampahnya masih kurang. Yang ada juga sudah 
banyak yang rusak. Tolong ditambahkan bak sampahnya. 
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WA W ANCARA KEPADA MASY ARAKAT DESA GUNAWAN 

Nama (Inisial) 

Alamat 

Jenis Kelamin 

Tanggal wawancara 

:PO 

Jl. KM. 9 RT. 1 Desa Gunawan 

Laki-Laki 

12 Mei 2016 
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1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan sampah oleh Pemda Tana 
Tidung saat ini? 
Karena di sini tidak ada bak sampah, kendaraan dan petugas sampah 
masih jauh untuk dijangkau. Mau tidak mau, sampahnya kami kumpul 
untuk nanti dibakar. 

2. Sudah puaskah bapak dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 
Pemda Tana Tidung saat ini? 
Saya tidak merasakan secara langsung pelayanan tersebut. 

3. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan terkait pengelolaan 
sampah di Kecamatan Sesayap? 
Tolong desa kami diperhatikan juga. Jangan yang dekat dengan pusat 
pemerintahan saja yang diurus. 
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Lampiran 2 Foto-foto 

TPS di Desa Tideng Pale 
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TPS di Desa Tideng PaJe Timur 
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TPS eli Desa Sebidai 

Pengambilan sampah di TPS 
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TP A yang digunakan saat ini 
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TP A yang digunakan saat ini 
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Lokasi Pembangunan TP A 
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Lampiran 3 Contoh SOP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA 

Nomor Dokumen Nomor Revisi .Halaman 1 dari 1 
Standar 

Tanggal Terbit Ditetapkan di Tideng Pale 
Operasional 

Prosedur 
Kepala Dinas PU dan Perhubungan 

(NIP ...... ) 
Sanipah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-

Pengertian 
hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik 
(sampah yang mengandung bahan beracun}, yang dapat dimanfaatkan 
kembali apabila ada teknologinya 
Memastikan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan 

Tujuan program kesehatan lingknngan yaitu tidak membahayakan terhadap 
lingkungan dan manusia. 

Kebijakan 
Masyarakat penghasil sampah rumah tangga bersama dengan instansi 
terkait memantau pelaksanaan pengelolaan sampah 
1. Stakeholder penghasil sampah rumah tangga malakukan pembuangan 
sampah pada TPS-TPS yang telah disediakan 
2. Petugas melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non-

Prosedur organik sebelum dibuang ke TP A 
3. Petugas pengangkut sampah melakukan pengangkutan menggunakan 
kendaraan pengangkut dan membawa ke tempat pembuangan akhir 
tTP A) minimal 2 ( dua) kali sehari 

UNIT TERKAIT Dinas PekeJjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung 
1. Laporan Pelaksanaan Tugas Harlan 

DOKUMEN 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Mingguan 
TERKAIT 3. Laporan Pelaksanaan Tugas Bulanan 

4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas 
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